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Abstract

Improved efficiency is the main effect expected from fiscal decentralization. It
could be gained on the presumptions that local governments are much better
in identifying and fulfilling local public preferences, since they are closer to
them, and in mobilizing and using local resources to pay for goods and
services having purely local impacts. Once improved efficiency could be
gained, public sector performance increase.

I developed a model to measure public sector efficiency (PSE) and public
sector performance (PSP). | compute public sector performance (PSP) and
Public Sector Effociency (PSE) indicators comprising a composite consists of
five sub-indicators. The first two indicators reflects socio-economic indicators
that take into account education and health outcomes. Three other indicators
reflect the standard “musgravian” task for government: allocation, distribution
and stabilisation. Then, the model is applied to measure public sector
performance and efficiency of Kabupaten/Kota in Central Java Province.

Keywords : Fiscal Decentralization, Public Sector Efficiency (PSE), Public
Sector Performance (PSP), Free Disposable Hull (FDH).

LATAR BELAKANG

kinerja dan efisiensi sektor publik. Meningkatnya kinerja dan efisiensi didasarkan

pada asumsi bahwa pemerintah daerah dianggap lebih tahu akan kebutuhan dan
kondisi daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah pusat sehingga diharapkan
setiap Rupiah yang dibelanjakan melalui APBD lebih mengena sasaran dan sesuai dengan
dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah didefinisikan sebagai suatu
kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang dilakukan mampu
meningkatkan kesejahteraan mayarakat. Dengan kata lain, efisiensi pengeluaran belanja
pemerintah daerah diartikan ketika setiap Rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah
daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal. Ketika kondisi
tersebut terpenuhi, maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang
efisien. Dengan efisiensi pengeluaran yang semakin tinggi, output akan bisa ditingkatkan

: ; alah satu dampak yang diharapkan dari desentralisasi fiskal adalah meingkatnya
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dengan sumber daya yang ada sehingga pencapaian
indikator-indikator pembangunan pun akan bisa lebih
terakselerasi.

Namun, sayangnya otonomi daerah di Indonesia
yang telah berjalan hampir lima tahun sejak efektif
dimulai tahun 2001 sejauh ini lebih diterjemahkan oleh
pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi
penerimaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah
selama ini kurang borientasi pada pencapaian kinerja
yaitu pencapaian sasaran pembangunan. Terlebih lagi
ketidaksiapan kelembagaan (institutional failure) di
pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi
daerah semakin menjauhkan pancapaian-pencapaian
yang seharusnya bisa dicapai melalui otonomi daerah.

Kembali pada gagasan dan ide awal bahwa
desentralisasi seharusnya meningkatkan efisiensi dan
kinerja pengeluaran daerah, desentralisasi seharusnya
mempercepat pencapaian-pencapaian sasaran
pembangunan. Dengan demikian anggaran merupakan
instrumen perencanaan pembangunan yang sangat
strategis untuk mencapai sasaran-saranan
pembangunan. Oleh karena itu pengelolaan keuangan
daerah oleh pemerintah daerah seharusnya
beroreintasi pada kinerja (performance-based
budgetting) yang akan dicapai.

Disahkannya PP No. 105 tahun 2000 dan
Kepmendagri No. 29 tahun 2002 yang intinya adalah
mengatur anggaran berbasis kinerja menjadi
momentum penting dalam pengelolaan keuangan
daerah dalam kaitannya dengan akselerasi
pencapaian sasaran pembangunan. UU No. 17 tahun
2003 tentang keuangan negara semakin memberikan
artikulasi akan pentingnya anggaran berbasis kinerja
ini. Sekarang ini PP 105 tahun 2000 telah digantikan
dengan PP 58 tahun 2005 dan Kepmendagri No. 29
tahun 2002 telah disempumakan dengan permendagri
No. 13 tahun 2006. Dengan anggaran berbasis kinerja,
prestasi setiap daerah dalam pengelolaan
keuangannya seharusnya diorientasikan pada
penyediaan baang-barang publik dan tercapainya
sasaran-sasaran pembangunan.

Oleh karena itu perlu dikembangkan model-
model pengukuran prestasi pemerintah daerah dalam
mengelola keuangannya yang dikaitkan dengan
pencapaian sasaran pembangunan. Model yang
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dikembangkan untuk mengukur efisiensi dan kinerja
sektor publik ini diharapkan bisa menjadi salah satu
kriteria untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah
dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan.
Studi ini diharapkan akan bisa menghasilkan sebuah
model untuk mengukur prestasi pengelolaan keuangan
daerah.

Tinjavan Teoritik

Dalam tataran teori ada banyak manfaat dan
keuntungan yang bisa diperoleh dari pelaksanaan
desentralisasi fiskal. Lihat misalnya smoke (2000) dan
Bahl (2000). Dalam perspektif ekonomi, manfaat yang
paling menonjol dan diharapkan dari pelaksanaan
desentralisasi fiskal adalah semakin meningkatnya
efisiensi alokasi sumber daya. Dengan alokasi sumber
daya yang semakin tinggi, pengeluaran pemerintah
akan lebih mengena sasaran-sasaran pembangunan.
Hasil akhirnya kinerja sektor publik dikatakan
maningkat.

Salah satu tujuan dilakukannya desentralisasi
fiskal adalah tercapainya efisiensi alokasi sumber
daya yang semakin tinggi sebagaimana dijelaskan oleh
Musgrave (1959) dan Oates (1972) (Loehr & Manasan,
2004). Efisiensi yang semakin tinggi ini tercapai
dengan anggapan bahwa pemerintah daerah lebih
mampu mengidentifikasi permasalahan di daerah
masing-masing dan lebih mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat daerahnya. Di samping itu, meningkatnya
efisiensi juga dimungkinkan karena kemampuan
pemerintah daerah dalam memobilisasi dan
memberdayakan potensi sumber daya daerahnya untuk
menghasilkan pendapatan daerah sebagai sumber
pembiayaan pengeluaran daerah (Peterson, 1996).

Desentralisasi fiskal dapat dilihat melalui dua
konsep yaitu desentralisasi penerimaan pemerintah
(revenue decentralization) dan desentralisasi
pengeluaran pemerintah (expenditure dec entralization)
(Wescoot, 2002). Oleh karena itu, efisiensi sebagai
hasil dari desentralisasi fiskal dapat dilihat melaui
efisiensi penerimaan dan efisiensi pengeluaran publik
(efisiensi pengeluaran pemerintah)

Dalam kaitannya dengan pengeluaran belanja
pemerintah daerah, ada tiga jenis efisiensi yang
penting untuk dilihat yaitu:

Friis




1. efisiensi produksi,
2. efisiensi alokasi,
3. efisiensi fiskal,

Efisiensi produksi adalah efisiensi menyangkut
biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output
tertentu. Dalam kaitannya dengan desentralisasi
fiskal, efisiensi produksi bisa dicapai karena sumber
daya yang ada dialokasikan di antara berbagai
pengeluaran yang menghasilkan output yang paling
maksimal. Pengukuran dan perbandingan relatif
efisiensi produksi ini bisa dilakukan secara langsung
dengan kategori-kategori tertentu yang akan dilihat
misalnya, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan
lain-lain.

Efisiensi alokasi adalah efisiensi yang
menyangkut kesesuaian pengeliaran belanja dengan
preferensi masyarakat. Dalam kaitannya dengan
desentralisasi fiskal, efisiensi alokasi bisa karena
sumber daya yang ada dialokasikan di antara berbagai
jenis pengeluaran belanja yang sesuai dengan
preferensi masyarakat daerah, Pengukuran efisiensi
alokasi ini tidak bisa dilakukan secara langsung karena
ukuran preferensi marginal masyarakat sulit untuk
diketahui.

Efisiensi fiskal adalah efisiensi yang
menyangkut sumber penerimaan pemerintah daerah
untuk membiayai pengeluaran belanja pemerintah
daerah. Secara umum sumber penerimaan pemerintah
daerah berasal dari dua kemponen utama, yaitu; PAD
(Pendapatan Asli Daerah) dan dana perimbangan
(transfer dari pemerintah pusat). Efisiensi fiskal dalam
kaitannya dengan sumber penerimaan daerah ini
menyangkut tiga hal; (1) apakah pajak dan retribusi
daerah yang dipungut merupakan pajak yang tepat
dalam artian bahwa pajak dan retribusi daerah yang
dipungut dari objek pajak tertentu langsung terkait
dengan target-target pengeluaran tertentu pula? (2)
Dana perimbangan (transfer dari pemerintah pusat)
seharusnya ditujukan untuk penyesuaian-penyestaian
karena adanya eksternalitas tanpa menggangu
kepentingan pemerintah daerah, (3) Anggaran
Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD) seharusnya
tidak menyebabkan tekanan dan dampak negatif
terhadap stabilitas makroekonomi regional,
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Metode
Public Sector Performance, PSP dan Public Sector
Etficiency, PSE

Merujuk pada Afonso, Schuknecht dan Tanzi
(2003), penulis menyusun indeks kinerja sektor publik
Public Sector Performance (PSP) dan indeks efisiensi
sektor publik Public Sector Efficiency (PSE)

Nilai PSP tergantung pada indikator-indikator kinerja
ekonomi tertentu, yang terdiri dari indikator
“musgravian” standar dan variabel sosio ekonomi 0.

PSP=3 PSP,

J=1

di mana;

i & unitpemerintah i atau dafam penelitian ini adalah
pemerintah daerah i,

j* kinerja unit pemerintah pada sektor j atau dalam
penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah
pada sektor j.

Nilai PSP merupakan fungsi dari berbagai kinerja sosio
gkonomi.
PSP, = 1(1,)
di mana
i indikator “musgravian” standar dan variabel
so0sio ekonomi
k : indikator-indikator dalam masing-masing
variabel sosio-ekonomi.

Oleh karena itu, perubahan pada public sector
performance, tergantung pada perubahan nilai-nilai
indikator standar musgravian dan indikator sosio-
ekonomi yang relevan, atau dapat dinotasikan sebagi
berikut

40
APSR‘j = ng— k
i=k k
Untuk menaksir PSP, penulis menggunakan 5
sub indikator kinerja publik, yaitu kesehatan,
pendidikan, distribusi, stabilitas dan kinerja ekonomi.
Dua sub indikator pertama adalah indikator sosio-
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gkonomi. Sedangkan tiga indikator berikutnya adalah  yang digunakan dalam model ini ditunjukkan oleh
indikator kinerja yang mengacu pada indikator kinerja ~ Gambar 1. Secara teknis, angka PSP diperoleh dengan
publik Musgrave (Standard Musgravian Indicators). melakukan kompilasi terhadap sub-sub indikator
Komposisi total indikator Public Sector Performance musgravian dan indikator sosio-gkonomi.

Gambar1
Total PSP Indiktor

+ Tingkat Kematian Bayi
== ¢ Tingkat Harapan Hidup
« Indikator-indikator kesehatan

Indikator
Sosio-Ekonomi

+ Enrollment Sekolah Dasar
. ¢ Enrolliment SLTP
« |ndikator-indikator pendidikan
lain

; Share pendapatan 40 persen Total PSP
rumah tangga termiskin - Indikator

indlkator « Stabilitas pertumbuhan PDB
Standar (koefisien variasi)
"Musgravian" » Inflasi

PDB per kapita
* Perumbuhan PDB
* Pengangguran
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Tahap berikutnya adalah menghitung indikator efisiensi
sektor publik. Berdasarkan persamaan 1 dan
persamaan 2, indikator efisiensi sektor publik dapat
dihitung dengan rumus sebagai berikut:

g = P95
PEX,

PSE__ 3. PSP,
PEX, % PEX,

Marginal productivity dari pengeluaran publik bernilai
positif dan menurun, maka

IPSE,
PEX,

~0*PSE,
OPEX?

dimana PEX : Rata-rata pengeluaran publik
(normalisasi).

Untuk menghasilkan kinerja total sektor publik
dari berbagai komponen indikator yang mempunyai
satuan yang berbeda, maka dilakukan normalisasi data
untuk tiap indikator kinerja. Normalisasi dilakukan
dengan cara menghitung rata-ratanya, selanjutnya nilai
rata-rata tersebut dijadikan angka satu dan setiap nilai
dibagi dengan nilai rata-ratanya tersebut, Sedangkan
untuk indikator-indikator dengan orientasi kinerja yang
terbalik (misalnya pengangguran, semakin tinggi nilai
pengangguran semakin jelek kinerja ekonomi unit
pemerinrah daerah), nomalisasinya dilakukan dengan
membagi rata-ratanya tersebut dengan nilai sub
indikator,

Metode penghitungan efisiensi sektor publik
(PSE) dengan menggunakan metode di atas terbatas
hanya untuk menghasilkan skor efisiensi tetapi tidak
bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan dengan
melakukan simulasi manajerial untuk meningkatkan
nilai efisiensi. Oleh karena itu, dalam tulisan ini
pengukuran skor efisiensi juga dilakukan dengan
menggunakan metode Free Disposable Hull (FDH).
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Free Disposale Hull (FDH)

Sama dengan Data Envelopment Analysis (DEA),
Free Disposable Hull (FDH) adalah metode yang biasa
digunakan untuk mengukur efisiensi relatif unit-unit
produksi. Perbedaannya terletak pada asumsi dalam
di mengakomodasi perbedaan teknologi antar unit-uinit
produksi. Berbeda dengan DEA yang mengasumsikan
teknologi produksi antar unit produksi yang sama,
metode FDH mengsumsikan teknologi produksi yang
berbeda antar unit produksi yang efisien sehingga
kombinasi penggunaan input-input oleh masing-
masing unit produksi bersifat bebas dan independen.
Istilah free disposable dalam teknik ini mengacu pada
sifat bebas dan independen unit produksi dalam
penggunaan kombinasi input-inputnya.

Sebagai teknik analisis non parametrik FDH
yang pertama kali dikembangkan oleh Deprins, Simar
dan Tulkens pada tahun 1984. Dengan FDH
dimungkinkan untuk membuat peringkat efisiensi tiap
unit produksi dengan memeperbandingkan kinerja
setiap unit produksi dengan Production Possibility
Frontier nya (PPF).

Pengukuran efisensi pengeluaran publik dengan
teknik FDH pernah dilakukan oleh Vanden Eekhaut,
Tulkens dan Jamar pada tahun 1993 (Afonso et. all,
2003). Dalam studinya Vanden Eekhaut, Tulkens dan
Jamar meneliti efisiensi penegeluaran pemerintah di
kota-kota di Belgia. Fakin dan Crombrugghe (1997)
menganalisis efisiensi pengeluaran pemerintah
dengan menggunakan data beberapa pelayanan
pemerintah (public services) di Negara OECD dan di
negara-negara Eropa Tengah. Gupta dan Verhoeven
(2001) menggunakan FDH untuk mengukur efisiensi
pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan
kesehatan di negara-negara Afrika. Clements (St.
Aubyn, 2002) meneliti efisiensi pengeluaran
pemerintah dalam bidang pendidikan di Uni Eropa.

Dalam analisis FDH, seorang produsen
dikatakan relatif tidak efisien jika terdapat produsen
lain yang mampu menghasilkan tingkat output yang
sama dengan meggunakan input yang lebih sedikit.
Gambar 1 merupakan penjelasan grafis FDH dalam
kasus satu input dan satu output
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Gambar. 2
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Gambar 2 memperlihatkan produsen B relatif
tidak efisien dibandingkan dengan produsen A karena
produsen B menggunakan input yang lebih banyak
untuk menghasilkan output yang lebih sedikit dari
output produsen A. Produsen C relatif efisien karena
tidak ada produsen lain yang mampu menghasilkan
tingkat output yang sama dengan produsen C dengan
input yang lebih sedikit, Produsen A dan B
menggunakan input yang lebih sedikit untuk
menghasilkan output yang lebih sedikit dibandingkan
dengan prodsen C, sementara produsen D
menggunakan input yang lebih banyak untuk
menghasilkan output yang lebih banyak. Oleh karena
itu produsen D adalah unit produksi yang efisien.

Secara sederhana, analaisis FDH dilakukan
dengan mengidentifikasi produsen atau unit kegiatan
ekonomi (UKE) yang relatif efisien. Dalam Gambar 2
produsen yang relatif efisien adalah produsen A, C
dan D. Sementara produsen B adalah relatif tidak
efisien. Produsen produsen atau UKE-UKE yang relatif
tidak efisien ditunjukkan oleh segi empat di sebelah
bawah kanan dari produsen yang relatif efisien. Garis
kemungkinan produksi ditunjuikan oleh garis yang

X(B)
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Input

menghubungkan produsen-prodeusen yang relatif
lebih efisien. Dalam Gambar 2 garis kemungkinan
produksi adalah garis yang menghubungksn titik A,
C danD.

Dalam analisis FDH, satu produsen atau UKE
bisa dikatakan relatif efisien meskipun tidak ada
produsen lain yang relatif tidak efisien dibandingkan
dengannya (tidak ada produsen lain di area segi empat
bawah kanan produsen tersebut). Dalam gambar 2,
produsen C dan D adalah relatif efisien meskipun ada
produsen lain yang berada di area kanan bawah
produsen C dan D. Produsen dengan kondisi seperti
itu diasumsikan berada dalam Production Possibility
Frontier dan disebut independently efficient.

Dengan metode yang telah dijelaskan di atas
produsen yang relatif efisien dengan produsen lain
yang relatif tidak efisien dapat diidentifikasi. Akan
tetapi, untuk menentukan tingkat efisiensi dan
melakukan perbandingan efisieni antar produsen atau
UKE masih diperlukan suatu pengukuran yang disebut
efficiency score. Efficiency score diperoleh dengan
mengukur jarak antara titik produksi produsen dengan
PPF.
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Pengukuran jarak antara titik produksi dan PPF
dapat dilakukan dengan 2 cara, dari sisi input (input
efficiency score) dan dari sisi output (output efficiency
score). Input efficiency score mencerminkan kelebihan
input yang digunakan oleh produsen yang kurang
efisien jika dibandingkan dengan produsen yang relatif
lebih efisien. Input efficiency score 1 adalah untuk
produsen atau UKE yang berada di PPF. Sementara
untuk produsen atau UKE yang relatif tidak efisien,
input efficiency score kurang dari 1.

Output efficiency score mencerminkan tingkat
output yang tidak mampu dihasilkan oleh produsen
yang relatif tidsk efisien jika deibandingkan dengan
produsen yang relatif lebih efisien dengan tingkat
penggunaan input yang sama atau lebih sedikit,
Output efficiency score kurag dari 1 untuk produsen
atau UKE yang relatif tidak efisien dan sama dengan 1
untuk produsen atau UKE yang tepat berada di PPF .

Dalam kasus produksi dengan satu input dan
satu output satu input dan satu output, jarak antara
titik produksi dengan PPF dapat dihitung dengan
formula sebagai berikut:

x(J)
x (K)
pALS]
y(J)

input efficiency score =

output efficiency score =

dimana

x (J ) adalah jumlah input yang digunakan oleh
produsen yang relatif efisien

x (K) adalah jumlah input yang digunkakan oleh
produsen yang relatif tidak efisien

y (J) adalah jumlah out put yang dihasilkan oleh
produsen yang yang relatif efisien

y (K) adalah jumlah output yang dihasilkan oleh
produsen yang relatif tidak efisien.

JURNAL BISNIS STRATEGI

® Vol 15No. 1 Juli 2006

MODEL PENGUKURAN KINERJA DAN EFISIENSI SEKTOR PUBLIK DENGAN
METODE FREE DISPOSABLE HULL (FDH)

Dalam Gambar 2, jarak antara titik produksi
produsen B dengan PPF dari sisi input adalah garis bB
sehingga Input efficiency score bisa dihitung dengan
X(A)/x(B). Sedangkan, jarak antara titik produksi B
dengan PPF dari sisi output adalah b'B sehingga output
efficiency score bisa dihitung dengan y(B)/y(A).

Untuk kasus produksi yang menggunakan
muftiple input dan output (lebih dari satu input dan
lebih dari satu output), pengukuran input eficiensy score
dan output efficiency score sedikit berbeda. Misal
produsen Z yang menggunakan m input adalah relatif
tidak efisien dibandingkan dengan produsen lainnya.
Input efficiensy score dihitung yaitu dengan membagi
input produsen yang relatif lebih efisien dengan input
yang sama yang digunakan oleh produsen Z. Sehingga,
pada akhirnya akan diperoleh matrik input efisiensi
score dengan orde m x n, di mana m adalah jumlah
input yang digunakan dan n adalah jumlah produsen
yang relatif efisien dibandingkan dengan produsen z.

Dari matrik input efficiensy score, diidentifikasi
dan diambil input efficiensy score yang paling tinggi,
sehinnga diperoleh matrik 7.x 7. Terakhir, dari matrik
x 1 input efficiensy score diperoreh yaitu dengan
memilih input efficiensy score yang paling kecil.

Efisiensi dan Kinerja Sektor Publik Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah
Publik Sector Performance (PSP)

Data diolah dengan metode sebagaimana telah
dijelaskan dalam metode untuk mendapatkan nilai
Indikator Kinerja Sektor Publik (PSP) tiap-tiap daerah.
PSP tahun 2001 dan tahun 2002 dapat dilihat dalam
Tabel 1 dan Tabel 2.
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Tabel 1
Public Sector Performance (PSP) Tahun 2001

Opportunity Indicators Musgravian Indicators Total
No [Kabupaten/Kota P Pendlil Distribusi | Stabil Kinerja PSP
esehatan | Pendidikan istribusi | Stabilitas Ekonomi

1 KKab. Cilacap 0,94 0,99 1,06 0,99 2,47 1,29
2 || Kab. Banyumas 0,99 1,10 1,02 1,77 0,59 1,09
3 | kab. Purbalingga 0,93 1,00 1,04 0,55 0,84 0,87
4 Kab. Banjarnegara 0,94 0,89 1,08 0,23 0,68 0,76
5 Kab. Kebumen 0,93 1,06 1,02 0,93 0,80 0,95
6 | Kab. Purworejo 0,95 1,08 1,01 0,27 1,45 0,95
7 Kab. Wonosobo 0,98 0,98 1,03 1,23 1,61 1,17
8 Kab. Magelang 1,00 0,95 1,04 0,79 0,97 0,95
9 || Kab. Boyolali 1,06 0,90 1,03 2,22 1,17 1,27
10 | Kab. Klaten 1,07 0,98 0,99 1,73 1,02 1,16
11 | Kab. Sukoharjo 1,03 0,96 1,02 0,96 1,10 1,01
12 || Kab. Wonogiri 1,23 0,97 0,99 0,48 1,01 0,94
13 | Kab. Karanganyar 1,26 0,95 0,84 0,98 1,03 1,01
14 | Kab. Sragen 1,22 0,87 1,02 0,10 0,85 0,81
15 | Kab. Grobogan 0,96 0,94 1,04 9,39 0,90 2,65
16 | Kab. Blora 1,11 0,95 1,00 0,38 1,42 0,97
17 || Kab. Rembang 0,99 0,87 1,00 0,44 1,36 0,93
18 || Kab. Pati 1,34 0,86 1,08 0,73 0,85 0,97
19 | Kab. Kudus 0,97 0,88 1,05 1,05 1,51 1,09
20 | Kab. Jepara 1,09 087 1,09 1,83 1,13 1,20
21 | Kab. Demak 1,01 0,88 1,03 0,11 0,73 0,75
22 | Kab. Semarang 1,20 1,07 1,01 1,20 1,1 1,12
23 | Kab. Temanggung 1,21 1,15 0,90 0,47 2,06 1,16
24 | Kab. Kendal 0,81 1,00 0,96 0,06 1,07 0,78
25 | Kab. Batang 0,99 0,89 1,04 0,01 0,66 0,72
26 | Kab. Pekalongan 0,88 0,87 1,05 0,58 1,10 0,90
27 || Kab. Pemalang 0,82 0,90 1,03 0,57 0,80 0,82
28 | Kab. Tegal 0,86 0,87 0,99 0,68 0,89 0,86
29 | Kab. Brebes 0,79 0,79 1,01 0,03 1,00 0,72
30 | Kota Magelang 1,03 1,85 0,91 0,11 1,80 1,14
31 || Kota Surakarta 1,19 1,72 0,90 1,63 1,06 1,30
32 | Kota Salatiga 1,10 1,61 0,83 0,55 1,10 1,04
33 | Kota Semarang 1,12 1,57 0,83 0,39 2,09 1,20
34 | Kota Pekalongan 0,99 1,12 1,01 0,09 1,39 0,92
35 | Kota Tegal 0,89 1,23 1,03 1,47 1,30 1,18
Rata-rata 1,03 1,05 1,00 1,00 1,17 1,05

Sumber: data diolah

Indikator kinerja sektor publik tahun 2001
bervariasi antar daerah tetapi variasinya tidak terlalu
besar, Kabupaten/ Kota dengan nilai indikator total PSP
tertinggi adalah Kabupaten Grobogan, Kota Surakarta,
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Boyolali, Kabupaten
Jepara dan Kota Semarang. Sedangkan Kabupaten/
Kota dengan nilai indikator total PSP terendah adalah
Kabupaten Batang dan Kabupaten Brebes.
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Berdasarkan sub-sub indikator, Kabupaten/Kota
dengan sub indikator kesehatan tertinggi adalah
Kabupaten Pati, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten
Wonogiri, Kapupaten Sragen, dan Kabupaten
Temanggung.

Kabupaten/Kota dengan sub indikator pendidikan
tertinggi adalah Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota
Salatiga, Kota Semarang dan Kota Tegal.




Kabupaten/ Kota dengan sub indikator distribusi
tertinggi adalah Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati,
Kabupaten Banjamegara, Kabupaten Cilacap Kabupaten
Pekalongan., Kabupaten Kudus, Kabupaten Purbalingga
dan Kabupaten Batang.

Kabupaten/Kota dengan sub indikator stabilitas
tertinggi adalah Kabupaten Grobogan, Kabupaten

MODEL PENGUKURAN KINERJA DAN EFISIENSI SEKTOR PUBLIK DENGAN
METODE FREE DISPOSABLE HULL (FDH)

Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Banyumas dan
Kabupaten Klaten.

Kabupaten/ Kota dengan sub indikator kinerja
ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Cilacap, Kota
Semarang, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang
dan Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2
Public Sector Performance (PSP) Tahun 2002
Opportunity Indikators Musgravian Indikators
o fabupatnKota Kesehatan | Pendidikan Distribusi | Stabllitas Kinerje RReE
Ekonomi

1 Kab. Ciltacap 1,13 1,05 0,98 0,99 2,93 1,42
2 Kab. Banyumas 0,96 1,07 0,98 1,77 0,82 1,12
3 kab. Purbalingga 1,15 1,00 0,98 0,55 0,95 0,93
4 Kab. Banjarnegara 0,73 0,88 1,05 0,23 0,75 0,73
5 Kab. Kebumen 1,09 0,96 1,04 0,93 0,77 0,96
6 Kab. Purworejo 0,80 1,09 0,98 0,27 1,45 0,92
7 Kab. Wonosobo 0,87 0,90 1,01 1,23 1,17 1,04
8 Kab. Magelang 2,42 0,99 0,94 0,79 1,03 1,24
9 Kab. Boyolali 0,72 088 1,04 2,22 1,25 1,22
10 | Kab. Klaten 0,81 0,99 0,99 1,73 0,94 1,10
11 Kab. Sukoharjo 1,06 0,87 0,96 0,96 1,04 0,98
12 | Kab. Wonogiri 1,47 0,92 1,08 0,48 1,02 0,99
13 Kab. Karanganyar 1,86 0,98 0,99 0,98 1,07 1,18
14 | Kab. Sragen 1,36 0,90 1,09 0,10 0,76 0,84
15 | Kab. Grobogan 0,79 0,98 1,07 9,39 0,73 2,59
16 | Kab. Blora 1,05 0,90 1,03 0,38 1,55 0,98
17 | Kab. Rembang 0,68 0,95 1,06 0,44 1,51 0,93
18 | Kab. Pati 0,82 0,94 1,21 0,73 0,71 0,88
19 | Kab. Kudus 1,41 0,97 1,11 1,05 1,56 1,22
20 | Kab. Jepara 1,19 0,84 1,07 1,83 1,05 1,20
2 Kab. Demak 1,00 0,88 0,97 0,11 0,75 0,74
22 Kab. Semarang 1,20 1,04 0,97 1,20 1,05 1,09
23 || Kab. Temanggung 2,31 1,10 0,95 047 1,21 1,21
24 | Kab. Kendal 2,10 1,03 0,90 0,06 1,03 1,02
25 || Kab. Batang 1,94 0,87 0,94 0,01 0,71 0,89
26 Kab. Pekalongan 1,06 0,87 1,11 0,58 0,77 0,88
27 | Kab. Pemalang 1,27 0,91 1,07 0,57 0,77 0,92
28 | Kab. Tegal 0,79 0,88 1,00 0,68 0,83 0,83
29 | Kab. Brebes 1,00 0,79 1,01 0,03 0,96 0,76
30 | Kota Magelang 1,82 1,94 0,88 0,11 2,13 1,38
31 Kota Surakarta 1,28 1,81 0,83 1,63 1,21 1,35
32 | Kota Salatiga 0,81 1,47 0,74 0,55 1,57 1,03
33 Kota Semarang 1,16 1,55 0,89 0,39 1,93 1,18
34 Kota Pekalongan 1,03 1,19 1,04 0,09 1,36 0,94
35 | Kota Tegal 1,77 1,25 1,03 1,47 1,52 1,41

Rata-Rata 1,23 1,05 1,00 1,00 117 1,09

Sumber: data diolah
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METODE FREE DISPOSABLE HULL (FDH)

Pada tahun 2002, Kabupaten Grobogan masih
merupakan Kabupaten dengan indikator total PSP
tertinggi disusul Kabupaten Gilacap, Kota Tegal, Kota
Magelang dan Kota Surakarta. Sedangkan Kabupaten/
Kota dengan nilai indikator total PSP terendah adalah
Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan sub-sub indikator, Kabupaten/Kota
dengan sub indikator kesehatan tertinggi adalah
Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung,
Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang dan Kabupaten
Karanganyar.

Kabupaten/Kota dengan sub indikator pendidikan
tertinggi adalah Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota
Semarang, Kota Salatiga dan Kota Tegal. Kabupaten/
Kota dengan sub indikator distribusi tertinggi adalah

Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten
Pekalongan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri
dan Kabupaten Pemalang.

Kabupaten/Kota dengan sub indikator stabilitas
tertinggi adalah Kabupaten Grobogan, Kabupaten
Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Banyumas,
Kabupaten Klaten.

Kabupaten/ Kota dengan sub indikator kinerja
ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Cilacap, Kota
Magelang, Kota Semarang, Kota Salatiga dan
Kabupaten Kudus.

Untuk mengetahui perubahan (peningkatan
maupun penurunan) total PSP indikator selama dua tahun,
total PSP indikator tahun 2001 dan 2002 diilustrasikan
dalam scatter plot seperti dalam gambar 3.

Gambar 3
Public Sector Performance: 2001 dan 2002
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Sumber: Data diolah

Gambar 3 menunjukkan plot kinerja PSP tahun
2001 dengan tahun 2002 seluruh kabupaten/kota di
Jawa Tengah. Melalui gambar tersebut bisa dilihat
apakah tahun 2002 terjadi peningkatan atau penurunan
kinerja PSP dengan melihat apakah plot berada di atas
atau di bawah garis diagonal. Garis diagonal dalam
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gambar tersebut membagi ke dalam dua kuadran.
Kuadran kiri atas adalah kuadran untuk peningkatan
kinerja PSP, sedangkan kuadran kanan atas adalah
kuadran untuk penurunan kinerja PSP

Beberapa kabupaten/kota menujukkan
peningkatan kinerja sektor publik yang ditunjukkan
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dengan titik dalam Gambar 1 yang semakin ke kiri
atas. Kabupaten/ Kota tersebut antara lain Kabupaten
Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten
Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten
Wonogiri, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sragen,
Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten
Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang,
Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kota
Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan dan
Kota Tegal.

Beberapa kabupaten/kota lainnya menunjukkan
penurunan kinerja sektor publik yang ditunjukkan
dengan titik dalam Gambar 3 yang semakin ke bawah
kanan. Kabupaten/ Kota tersebut adalah Kabupaten
Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten
Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali,
Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten
Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak,
Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan,
Kabupaten Tegal, Kota Salatiga dan Kota Semarang.

Kabupaten/ kota yang tidak mengalami
perubahan kinerja sektor publik adalah Kabupaten
Rembang dan Kabupaten Jepara. Perlu digarisbawahi
bahwa perubahan (peningkatan maupun penurunan)
kinerja sektor publik kabupaten/ kota dalam hal ini
dihitung relatif terhadap Kabupaten/Kota lainnya bukan
dihitung dari kinerja sektor publik Kabupaten/Kota
tertentu pada suatu tahun tertentu relatif terhadap tahun
sebelumnya.

Public Sector Efficiency

Data diolah dengan metode sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya untuk mendapatkan nilai Public
Sector Efficiency tiap-tiap daerah. PSE tahun 2001 dan
tahun 2002 dapat dilihat dalam Tabel 3 dan Tabel 4.

Indikator total PSE pada tahun 2001 bervariasi
signifikan. Kabupaten/kota dengan indikator total PSE
paling tinggi berturut-turut adalah Kota Surakarta,
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten
Karanganyar, Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan sub-sub indikator, pada tahun 2001
kabupater/ kota dengan indikator PSE kesehatan paling
tinggi berturut-turut adalah Kota Surakarta, Kabupaten
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Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Gilacap dan
Kabupaten Magelang.

Kabupaten/ kota dengan indikator PSE
pendidikan paling tinggi berturut-turut adalah Kota
Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap
Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan.

Kabupaten/ kota dengan indikator PSE distribusi
paling tinggi berturut-turut adalah Kabupaten Cilacap
Kabupaten Kudus, Kabupaten Kendal, Kabupaten
Pekalongan dan Kota Surakarta.

Kabupaten/ kota dengan indikator PSE stabilitas
paling tinggi berturut-turut adalah Kabupaten Citacap,
Kabupaten Kudus, Kabupaten Kendal, Kota Surakarta
dan Kabupaten Pekalongan.

Kabupaten/ kota dengan indikator PSE kinerja
ekonomi paling tinggi berturut-turut adalah Kabupaten
Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten Temanggung,
Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta.

Pada tahun 2002 kabupaten/ kota dengan indikator
PSE total PSE paling tinggi berturut-turut adalah
Kabupaten Cilacap, Kota Surakarta, Kabupaten Kendal,
Kabupaten Demak dan Kabupaten Temanggung.

Pada tahun 2002 kabupaten/ kota dengan
indikator PSE kesehatan paling tinggi berturut-turut
adalah Kota Surakarta, Kabupaten Demak, Kabupaten
Kendal, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten
Temanggung. Pada tahun 2002 kabupaten/ kota dengan
indikator PSE pendidikan paling tinggi berturut-turut
adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Boyolali,
Kabupaten Temanggung, Kota Surakarta dan
Kabupaten Klaten. Pada tahun 2002 kabupaten/ kota
dengan indikator PSE distribusi paling tinggi berturut-
turut adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal,
Kabupaten Jepara, Kabupaten Pekalongan dan Kota
Pekalongan. Pada tahun 2002 kabupaten/ kota dengan
indikator PSE stabilitas paling tinggi berturut-turut
adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Grobogan,
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kota Surakarta
dan Kabupaten Klaten. Pada tahun 2002 kabupaten/
kota dengan indikator PSE kinerja ekonomi paling tinggi
berturut-turut adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten
Kendal, Kota Surakarta, Kota Pekalongan dan Kota
Magelang.
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. Tabel3
Public Sector Efficiency Indicators 2001

Opportunity Indicators Musgravian Indikators Total
No | Kabupaten/Kota o B Kinerja PSE
Kesehatan | Pendidikan Distribusi | Stabilitas Ekonomi
1 | Kab. Cilacap 417 7.88 5.57 5.16 12.93 7.14
2 | Kab. Banyumas 1.09 0.77 0.91 0.88 0.53 0.83
3 | kab. Purbalingga 0.27 0.48 0.71 0.67 0.58 0.54
4 | Kab. Banjarnegara 1.05 1.43 1.20 1.09 0.75 1.11
5 | Kab. Kebumen 2.58 1.29 0.87 0.84 0.68 1.25
6 | Kab. Purworejo - - - - - -
7 | Kab. Wonosobo 1.56 1.44 0.83 0.79 1.29 1.18
8 | Kab. Magelang 3.87 2.54 1.12 1.05 1.03 1.92
9 | Kab. Boyolali 1.28 2.50 1.09 1.04 1.24 1.42
10 | Kab. Klaten - - - - - E
11 | Kab. Sukoharjo 1.46 1.37 1.34 1.30 1.46 1.39
12 | Kab. Wonogiri 2.07 0.89 0.82 0.81 0.83 1.08
13 | Kab. Karanganyar 3.78 8.56 0.94 1.09 114 3.10
14 | Kab. Sragen - - - - - .
15 | Kab. Grobogan 7.55 4,05 0.66 0.63 0.57 2.69
16 | Kab. Blora 0.75 0.43 0.61 0.60 0.87 0.65
17 | Kab. Rembang - - - - - -
18 | Kab. Pati - - . - - -
19 | Kab. Kudus 441 387 4.36 410 6.28 4.60
20 | Kab. Jepara 0.52 0.37 1.28 115 1.32 0.93
21 | Kab. Demak - 5.33 1.17 112 0.83 2.1
22 | Kab, Semarang 1.01 1.07 1.30 1.26 1.42 1.21
23 | Kab. Temanggung 1.34 1.35 0.73 0.80 1.66 1.17
24 | Kab. Kendal 0.34 0.56 1.46 1.49 1.63 1.10
25 | Kab, Batang 0.64 0.49 1.01 0.96 0.65 0.75
26 | Kab. Pekalongan 3.33 0.52 1.45 1.36 1.52 1.63
27 | Kab. Pemalang - - - E - -
28 | Kab. Tegal 0.29 0.50 0.81 0.81 0.73 0.63
29 | Kab. Brebes 0.80 0.48 1.07 1.04 1.06 0.89
30 | Kota Magelang 1.19 2.72 0.68 0.73 1.34 1.33
31 | Kota Surakarta 19.49 17.09 1.35 1.47 1.59 8.20
32 | Kota Salatiga - - - - -
33 | Kota Semarang
34 | Kota Pekalongan - - - - . -
35 | Kota Tegal 1.27 1.20 0.76 0.73 0.95 0.98
Rata-Rata 2.64 2.66 1.31 1.27 1.73 1.92

Sumber: data diolah

Pengeluaran Pemerintah dan Kinerja Sektor Publik
Pengeluaran publik pemerintah yang
dinyatakan dalam persentase terhadap GDP
mereflesksikan opportunity cost yang dikeluarkan
untuk mencapai skor PSP, Seperti terlihat dalam Tabel
5. Pengeluran pemerintah kabupaten kota di Jawa
Tengah masih sangat kecil. Rata-rata pengeluran
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pemerintah dalam bidang kesehatan hanya sekitar 0.19
persen dari PDRB. Rata-rata pengeluaran pemerintah
dalam bidang pendidikan hanya sekitar 0.15 persen
dari PDRB. Sementara, rata-rata total pengeluran
adalah 9.14 persen dari PDRB. Hal ini sesuai dengan
yang dikemukakan oleh Musgrave dan Wagner yaitu,
pengeluaran pemerintah untuk negara-negara yang
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belum maju akan cenderung rendah dan seiring dengan
majunya negara tersebut persentase pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB akan terus meningkat.
Pada tahun 2001 kabupaten/kota dengan tingkat
pengeluaran pemerintah untuk indikator pendidikan
yang tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Jepara,
Kabupaten Blora, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten
Kendal Kabupaten Batang dan Kabupaten Tegal.

MODEL PENGUKURAN KINERJA DAN EFISIENS! SEKTOR PUBLIK DENGAN
METODE FREE DISPOSABLE HULL (FDIH)

Pada tahun 2001 kabupaten/kota dengan tingkat
pengeluaran pemerintah untuk indikator kesehatan
yang tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten
Purbalingga, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kendal,
Kabupaten Jepara dan Kabupaten Batang.

Pada tahun 2001 kabupaten/kota dengan tingkat
pengeluaran pemerintah untuk indikator total
pengeluaran yang tertinggi berturut-turut Kabupaten

Tabel 4
Public Sector Efficiency Indicators 2002
Opportunity Indikators Musgravian Indikators Total
No | Kabupaten/Kota = Kinerja PSE
esehatan | Pendidikan Distribusi | Stabilitas Ekonomi
1| Kab. Cilacap 12.27 15.77 7.27 727 21.62 12.84
2} Kab, Banyumas 4.25 1.51 0.95 1.72 0.80 1.84
31 kab. Purbalingga 0.52 0.76 0.82 0.45 0.79 0.67
41 Kab. Banjarnegara 1.29 1.18 1.12 0.25 0.80 0.93
5] Kab, Kebumen
6] Kab. Purworejo 2,53 2.41 0.88 0.24 1.30 1.47
7] Kab. Wonosobo 0.35 1.03 0.75 0.91 0.87 0.78
8] Kab. Magelang
9] Kab. Boyolali 2.20 6.34 1.30 2.717 1.56 2.83
10] Kab. Klaten 2.38 2.94 1.10 1.92 1.05 1.88
11] Kab. Sukoharjo 1.18 1.94 1.33 1.33 1.45 1.45
12| Kab. Wonogiri 3.24 1.48 0.98 0.43 0.93 1.41
13] Kab. Karanganyar
14] Kab. Sragen 3.15 2.37 0.87 0.08 0.60 1.42
15] Kab. Grobogan 0.49 0.51 0.80 7.05 0.55 1.88
16] Kab. Blora
17| Kab. Rembang 0.38 0.81 0.99 0.42 1.42 0.80
18] Kab. Pati
19 Kab. Kudus
20 Kab. Jepara 0.81 0.65 1.53 2.60 1.49 1.42
21] Kab. Demak 13.61 0.75 0.08 0.59 3.76
22| Kab. Semarang
23L Kab. Temanggung 8.23 6.22 0.99 0.48 1.26 3.44
241 Kab, Kendal 12.85 2.54 1.97 0.13 2.26 3.95
25| Kab. Batang 2.72 0.75 0.96 0.01 0.72 1.03
26] Kab. Pekalongan 512 0.84 1.50 0.79 1.05 1.86
27| Kab. Pemalang 3.42 0.80 1.32 0.70 0.94 1.44
28] Kab. Tegal 0.39 0.66 0.85 0.58 0.71 0.64
29) Kab. Brebes 2.70 0.55 1.32 0.04 1.25 117
30} Kota Magelang 1.38 240 0.69 0.08 1.66 1.24
31| Kota Surakarta 14.55 5.24 1.32 2.60 1.93 5.13
32} Kota Salatiga 0.36 1.60 0.50 0.37 1.07 0.78
33| Kota Semarang
34| Kota Pekalongan 1.86 0.81 1.45 0.13 1.90 1.23
35| Kota Tegal 0.33 0.23 0.49 0.70 0.72 0.50
Rata-Rata 3.80 2.40 1.29 1.27 1.90 2.14

Sumber: Berbagai sumber, data diolah
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Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Purbalingga,
Kota Tegal dan Kota Magelang.

Pada tahun 2002 kabupaten/kota dengan tingkat
pengeluaran pemerintah untuk indicator pendidikan
yang tertinggi berturut-turut adalah Kota Tegal,

Kabupaten Grobogan, Kota Pekalongan, Kabupaten
Brebes, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Tegal.

Pada tahun 2002 kabupaten/kota dengan tingkat
pengeluaran pemerintah untuk indicator kesehatan
yang tertinggi berturut-turut adalah Kota Tegal,

Tabel 5
Pengeluaran Pemerintah Tahun 2001 dan 2002 (persen)
No | Kabupaten/Kota 2001 2002
Pend Kes Tot Exp Pend Kes Tot. Exp
1 |Kab, Cilacap 0.02 0.03 1.80 0.02 0.02 1.45
2 |Kab. Banyumas 0.27 0.13 10.56 0.16 0.04 11.05
3 |kab. Purbalingga 0.39 0.51 13.77 0.31 0.39 12.89
4 |Kab. Banjarnegara 0.12 0.13 8.48 0.17 0.10 10.04
5 |Kab. Kebumen 0.15 0.05 11.02 - - -
6 [Kab. Purworejo - - - 0.1 0.06 11.89
7 [Kab. Wonosobo 0.13 0.09 11.78 0.20 0.44 14.45
8 {Kah. Magelang 0.07 0.04 8.81 - - -
9 |Kab. Boyolali 0.07 0.13 8.89 0.03 0.06 8.57
10 [Kab, Klaten - - - 0.08 0.06 9.64
11 |Kab, Sukoharjo 0.13 0.10 7.14 0.10 0.16 7.73
12 |Kab. Wonogiri 0.20 0.09 11.46 0.14 0.08 11.73
13 |Kab. Karanganyar 0.02 0.05 8.49 - - -
14 |Kab. Sragen - - - 0.09 0.08 13.37
15 |Kab. Grobogan 0.04 0.02 14.81 0.45 0.28 14.24
16 |Kab. Blora 0.42 0.22 15.40 - - -
17 |Kab. Rembang - - - 0.27 0.31 11.44
18 |Kab. Pati - - - - - -
19 |Kab. Kudus 0.04 0.03 2.26 - - -
20 [Kab. Jepara 0.45 0.31 8.03 0.30 0.26 7.52
21 |Kab. Demak 0.03 . 8.30 - 0.01 13.70
22 |Kab, Semarang 0.19 0.18 7.34 - - -
23 |Kab. Temanggung 0.16 0.13 11.64 0.04 0.05 10.31
24 |Kab. Kendal 0.34 0.35 6.22 0.09 0.03 4,87
25 |Kab. Batang 0.34 0.23 9.68 0.27 0.13 10.47
26 |KKab. Pekalongan 0.31 0.04 6.84 0.24 0.04 7.92
27 |Kab, Pemalang - - . 0.26 0.07 8.73
28 |Kab, Tegal 0.33 043 11.41 0.31 0.36 12.53
29 |Kab. Brebes 0.31 0.15 8.93 0.33 0.07 8.19
30 fKota Magelang 0.13 0.13 12.64 0.19 0.23 13.70
31 |Kota Surakarta 0.02 0.01 6.30 0.08 0.02 6.69
32 |Kota Salatiga - - - 0.21 0.40 15.72
33 |Kota Semarang - - - -
34 [Kota Pekalongan - - - 0.34 0.10 7.65
35 |Kota Tegal 0.19 0.10 12.79 1.24 0.95 22.45
[Rata-Rata 0.19 0.15 9.41 0.23 0.18 10.70

Keterangan : Pengeluaran pemerintah dinyatakan sebagai persen dari PDRB

Pend

: Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan

Kes :Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan

Tot. Exp.:Total Pengeluaran Pemerintah

(-) tidak tersedia data.
Sumber: Berbagai sumber, data diolah

JURNAL BISNIS STRATEGI

® Vol 15No. 1 Juli2006;




Kabupaten Wonosobo, Kota Salatiga, Kabupaten
Purbalingga dan Kabupaten Tegal.

Pada tahun 2002 kabupaten/kota dengan tingkat
pengeluaran pemerintah untu indikator total
pengeluaran yang tertinggi berturut-turut adalah Kota
Tegal, Kota Salatiga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten
Grobogan dan Kabupaten Demak.

MODEL PENGUKURAN KINERJA DAN EFISIENS) SEKTOR PUBLIK DENGAN
METODE FREE DISPOSABLE HULL (FDH)

Free Disposable Hull

Teknik Free Disposable Hull digunakan untuk
menganalisis efisiensi pengeluaran pemerintah.
Dalam hal ini, PSP indikator digunakan sebagai output
dan total penegeluaran pemerintah digunakan sebagai
input.

Gambar 4
Production Possibility Frontier Tahun 2001
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Sumber: data diolah

Gambar 4 menunjukkan kabupaten/ kota yang
relatif efisien dibandingkan dengan kabupaten/ kota
lain pada tahun 2001. Kabupaten/ kota yang relatif
efisien terletak pada Production Possibility Frontier.
Pada tahun 2001, kabupaten/ kota yang relatif efisien
adalah Kabupaten Cilacap, Kota Surakarta dan
Kabupaten Grobogan.

Kabupaten/ kota yang terletak di daerah segi
empat di sebelah kanan di bawah Production Possibility
Frontier relatif tidak efisien jika dibandingkan dengan
kabupaten/kota yang terletak di Production Possibility
Frontier.

| JURNAL BISNIS STRATEGI @ Vol 15No. 1 Juli 2006

Dalam kasus ini, Kabupaten Kudus dan
Kabupaten Kendal relatif idak efisien jika dibandingkan
dengan Kabupaten Cilacap. Sementara, Kabupaten
Blora relatif tidak efisien jika dibandingkan dsngan
Kabupaten Grobogan. Sementara kabupaten/ kota
lainnya relatif tidak efisien jika dibandingkan dengan
Kota Surakarta.
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Gambar 5
Production Possibility Frontier Tahun 2002
3.00
Kab. Grobogan
2.50
Production Possibility
4 Frontier
8 2.00
b
T Kab. Cilacap
~ 1.50
» 9 . s 4
= *0 o,
8 A ® ¢ o0
s 1.00 Qe o Ko
* o
0.50
0.00 L] T T T
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
\_ Total Pengeluaran Pemerintah (% PDRB)

Sumber; data diolah

Gambar 5 menunjukkan kabupaten/ kota yang
relatif efisien dibandingkan dengan kabupaten/ kota
lainnya pada tahun 2002. Kabupaten/ kota yang relatif
efisien terletak pada Production Possibility Frontier,
yaitu Kabupaten Gilacap dan Kabupaten Grobogan.
Kabupaten/ kota lainnya yang tidak terletak di
Production Possibility Frontier yang berelasi
dengannya dianggap relatif tidak efisien. Dengan
demikian, Kabupaten Wonosobo, Kota Salatiga dan
Kota Tegal refatif tidak efisien jika dibandingkan dengan
Kabupaten Grobogan. Sementara, kabupaten/ kota
lainnya refatif tidak efisien jika dibandingkan dengan
Kabupaten Gilacap.

Efficiency Score
Dari metode Free Disposible Hull dapat diketahui
kabupaten/ kota mana saja yang relatif efisien

JURNAL BISNIS STRATEGI

dibandingkan kabupaten/ kota lainnya. Untuk
melengkapinya perhitungan Free Disposable Hull perlu
dilakukan perhitungan efficiency score sehingga bisa
diketahui peringkat efisiensi masing-masing
kabupaten/ kota baik dari sisi input maupun sisi output.

Kabupaten/ kota yang terletak pada Production
Possibility Frontier berada di peringkat 1 karena
merupakan kabupaten/ kota yang relatif efisien
dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya. Pada
tahun 2001 kabupaten/ kota yang berada di peringkat
satu adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Grobogan
dan Kota Surakarta. Sementara pada tahun 2002,
kapubaten/ kota yang berada pada peringkat 1 adalah
kabupaten Gilacap dan Kabupaten Grobogan. Secara
lengkap efficiency score baik input efficiency score
maupun output efficiency score secara lengkap dapat
dilihat pada tabel 6 dan Tabel 7.

o Vol 15No.1 Juli2006 &
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Tabel 6
Efficiency Score Tahun 2001

Input Efficiency Output Efficiency
Ho - HabypeierKola Skor Rangking Skor Rangking
1 Kab. Gilacap 1,00 1 1,00 1
2 Kab. Banyumas 0,60 13 0,84 12
3 kab. Purbalingga 0,46 20 0,67 17
4 Kab. Banjarnegara 0,74 10 0,59 20
5 Kab. Kebumen 0,57 14 0,73 14
7 Kab. Wonosobo 0,54 17 0,90 7
8 Kab. Magelang 0,71 11 0,73 14
9 Kab. Boyolali 0,71 11 0,98 4
11 Kab. Sukoharjo 0,88 6 0,78 13
12 Kab. Wonogiri 0,55 26 0,72 15
13 Kab. Karanganyar 0,74 10 0,78 13
15 Kab. Grobogan 1,00 1 1,00 1
16 Kab. Blora 0,96 4 0,37 23
19 Kab. Kudus 0,79 8 0,85 11
20 Kab. Jepara 0,78 9 0,92 5
22 Kab. Semarang 0,86 7 0,86 10
23 Kab. Temanggung 0,54 17 0,89 8
24 Kab. Kendal 0,29 21 0,61 19
25 Kab. Batang 0,65 12 0,55 22
26 Kab. Pekalongan 0,92 5 0,69 16
28 Kab. Tegal 0,55 15 0,66 18
29 Kab. Brebes 0,71 11 0,56 21
30 Kota Magelang - 0,50 18 0,88 9
31 Kota Surakarta 1,00 1 1,00 1
35 Kota Tegal 0,49 19 0,91 6

Sumber: Berbagai sumber, data diolah
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Tabel 7
Efficiency Score Tahun 2002

Input Efficiency Output Efficiency
= Katiupaienioia Skor Rangking Skor Rangking
1 Kab. Cilacap 1,00 1 1,00 1
2 Kab. Banyumas 0,13 13 0,79 7
3 kab. Purbalingga 0,11 15 0,66 13
4 Kab. Banjamegara 0,14 12 0,51 22
6 Kab. Purworejo 0,12 14 0,65 14
7 Kab. Wonosobo 0,99 3 0,40 23
9 Kab. Boyolali 0,17 10 0,86 5
10 Kab. Klaten 0,15 11 0,77 8
11 Kab. Sukoharjo 0,19 8 0,69 11
12 Kab. Wonogiri 0,12 14 0,70 10
14 Kab. Sragen 0,11 15 0,60 17
15 Kab. Grobogan 1,00 1 1,00 1
17 Kab. Rembang 0,13 13 0,66 13
20 Kab. Jepara 0,19 8 0,85 6
21 Kab. Demak 0,11 15 0,52 21
23 Kab. Temanggung 0,14 12 0,85 6
24 Kab. Kendal 0,30 6 0,72 9
25 Kab. Batang 0,14 12 0,63 15
26 Kab. Pekalongan 0,18 9 0,62 16
27 Kab. Pemalang 0,17 10 0,65 14
28 Kab. Tegal 0,12 14 0,59 18
29 Kab. Brebes 0,18 9 0,53 20
30 Kota Magelang 0,11 15 0,97 3
31 Kota Surakarta 0,22 7 0,95 4
32 Kota Salatiga 0,91 4 0,40 23
34 Kota Pekalongan 0,19 8 0,67 12
35 Kota Tegal 0,63 5 0,54 19

Sumber: Berbagai sumber, data diolah
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Kesimpulan
1.

Teknik non parametrik Free Disposable Hull
sebagai alat untuk mengukur kinerja sektor
publik merupakan salah satu altematif yang bisa
dikembangkan selain teknik-teknik non
parametrik lainnya misalnya Data Envelopment
Analysis (DEA) maupun teknik-teknik analisis
parametrik seperti Stochastic Frontier Approach.
Dibandingkan dengan DEA, FDH lebih unggul
karena asumsi yang setiap unit produksi bebas
dalam menggunakan kombinasi input-inputnya.
Secara umum kinerja sektor publik Kabupaten/
Kota di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan
dari tahun 2001 ke tahun 2002,

Berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja
pemerintah untuk Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah, PSP Indicators, terlihat bahwa ternyata
Kabupaten/Kota yang proporsi pengeluaran

. JURNAL BISNIS STRATEGI @ Vol. 15No. 1 Jull 2006
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pemerintah terhadap PDRB nya tinggi tidak serta
merta memiliki angka indikator yang tinggi.
Demikian pula dalam penghitungan efisiensi
dengan Public Sector Efficiency maupun Free
Disposable Hull, kabupaten/ kota yang proporsi
pengeluaran pemerintah terhadap PDRB tidak
selalu relatif efisien dibandingkan dengan
kabupaten/ kota lainnya. Hal ini menunjukkan
bahwa besamya alokasi pengeluaran pemerintah
kabupaten/ kota di Jawa Tengah tidak bekorelasi
dengan efisiensi dalam pengunaannya.

Model pengukuran efisiensi dan kinerja sektor
publik yan dikembangkan ini masih sangat
terbuka untuk mempertimbangkan lebih banyak
indikator-indikator sosial selain kesehatan dan
pendidikan untuk lebih bisa mencakup kriteria-
kriteria sasaran pembangunan yang lebih luas.
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